)

%
z

WALI KOTA BAUBAU
PROVINSISULAWESITENGGARA

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU '
NOMOR: 22 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA vAERAH KOTA BAUBAU

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota
Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Baubau, perlu penetapan peraturan untuk memberikan
arah dan pedoman yang jelas dalam menata perangkat
daerah secara efisien, efiektif dan rasional sesuai kebutuhan
dan kemampuan daerah; _

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan
Wali Kota Baubau tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Baubau;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negai'a Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4120);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
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Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan IJ}%eraturel_rjl Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republ

Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Mana jemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah
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10.

11.

12.

13.

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020 tentang -Pérubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2017 tentang Manajemen Peg:awai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan
Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1342);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 2036); sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018
tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1539);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 87 Tahun 2020 tentang Jabatan
Fungsional Analis Kebencanaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1588); sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023
tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);



14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem

Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 181);

15. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016
Nomor 6); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

! Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau

Tahun 2021 Nomor 2).

' MEMUTUSKAN:

Menetapkaﬂ : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
' PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BAUBAU.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

o H> LN

Kota ada}llah Kota Baubau;

Pemerintfah Kota adalah Pemerintah Kota Baubauy;

Wali Kota adalah Wali Kota Baubau;

Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Baubau;

Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan
Perwakjl%m Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
men jadi Ikewenangam Daerah;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau;

Badan a&alah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau;

Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota

Baubau;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Bencana |adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik
oleh ﬁakto| alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;

Bencana : alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atag
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa
bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah
longsor;

Bencana |non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiWa non alam yang berupa gagal teknologi, gagal modernisasi,
epidemic :dan wabah penyakit;

Bencana | Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkailan peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik
social antar kelompok, atau antar komunitas masyarakat dan terror;
Penyelenégaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang
meliputi | enetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana,
kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi;

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan public,
atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana
dan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua
aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
Rekonstr{,lksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana,
kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan
maupurn | masyarakat dengan sarana utama tumbuh dan berkembangnya
kegiatan iperekonomian, social, budaya, tegaknya hokum dan ketertiban dan
bangkitnya peran serta masyarakat pada wilayah pasca bencana;

Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk
suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;

Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negera yang menduduki
Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah;

Jabatan ?—\dministrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunarn;

Pejabat Renilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah

pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan;



20. Penugasn adalah penunjukan atau pengajuan sukarela Pejabat Fungsional dan

21.

(1)

(1)

pelaksana untuk melaksanakan tugas tertentu di bawah pimpinan Unit
Organisasi dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian
dan/atalu‘f keterampilan;

Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang
bertanggﬁmawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi

pemerintahan dan pembangunan.

BAB II
Bagian Kesatu
KEDUDUKAN

Pasal 2

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur penunjang urusan

pemerinltahan yvang menjadi kewenangan daerah;

Badan |Penananggulangan Bencana Daerahh merupakan unsur pelaksana
penanggulangan bencana yang terjadi di Kota Baubau;

Badan !Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang
secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah;

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A
Pasal 3

Susuna{L Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daeah terdiri dari
Kepala, Unsur Pengarah, Unsur Pelaksana, Sekretariat membawahi Sub
Bagian,4 (empat) Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana yaitu:
a. Kepala;
b. Unsl‘lur Pengarah,;
¢. Unsur Pelaksana, terdiri dari:

1. Il{epala Pelaksana;

2. Sekretariat Unsur Pelaksana membawahi:

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
Bidang Kedaruratan dan Logistik;
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

% Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
|
l




(2)

(1)

(3)

(1)

(2)

6. Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Kelompok Jabatan Pelaksana.
Struktnlu' Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana
dirnaks:ud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

|

. Bagian Ketiga

| UNSUR PENGARAH

| Pasal 4
Unsur Pengarah penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
a. Pe jaba1_|t pemerintah daerah terkait;
b. Anggof;a masyarakat profizssional dan ahli;
Unsur péngarah penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), lnenyelenggarakan fungsi:
a. Penyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan daerah;
b. Pemantauan;
C. Pelakslanaan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
Anggata unsur pengarah terdiri atas 9 (Sembilan) anggota antara lain terdiri
atas 5 (lima) orang dari pejabat instansi pemerintah dan 4 (empat) orang dari
anggota rinasyarakat professional dan ahli di daerah;
Keanggoﬁaan unsur pengarah dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;
Masa jabatan unsur pengarah selama 5 (lima) tahun.

i Bagian Keempat

! UNSUR PELAKSANA

| Pasal 5
Unsur Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
BPBD Kota Baubau;
Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala
BPBD dallarn penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-
hari;
Unsur Felaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:
a. Pra belncana;
b. Saat t:;anggap darurat, dan

c. Pasca bencana.

| ;
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(4) Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi:

(1)

(2)

a. Pengoodiasian;
b. Pengkomandoan; dan

c. Pelaksal.na.

|
| BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

' Bagian Kesatu

Badan Penanggulan Bencana Daerah
Pasal 6

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mempunyai tugas:

&

Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan
benclana yvang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat,
rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;

Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
Menlyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala
Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam
kondisi darurat hencana,;

Menéendmman pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

Pelai{sanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai tugas dan
fung}sinya.

|

H

menyelenggarakan fungsi:

a.

Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan
penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efsktif dan
efisien;

Penfgkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara

terencana, terpadu dan menyuluruh.

|




(1)

(1)

(2)

(3)

Bagian Kedua
Unsur Pengarah
Pasal 7

Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan masukan atau

petunjuk dalam menetapkan arah kebijakan penyelenggaraan
penanggulangan bencana kepada Kepala Badan;

Untuk !melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Unsur Fl:’engarah menyelenggarakan fungsi

a. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana;

b. Menlantau; dan

c. Mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana
Pasal 8
Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan;

Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi Kepala Badan sehari-hari serta

melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra

bencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana;

Dalam jmelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala

Pelaks%na menyelenggarakan fungst:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;

b. Pemlben'an dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
dibildang penanggulangan bencana daerah;

c. Pengkoordinasian, pengkomandoan pembinaan dan fasilitasi dalam

pelaksanaan tugas dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan,

penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi dan pelaporan pelaksanaan
tuge;Ls;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan
tuga s dan fungsinya.

Bagian Keempat
Sekretariat
Pasal O

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam

pelayanan administrasi dan ketatausahaan kepada semua unit kerja di
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(3)

2

(1)

(2)

lingkungan badan meliputi urusan perencanaan program, keuangan, umum

dan kepegawaian, serta mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan

tahunan.

Sekretaxi"iat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang

Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

Pelaksana;

Dalam rlnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat

menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaicsanaan penyusunan dan pengkoordinasian rencana kerja, program
dan kegiatan, serta anggaran Badan;

b. Pen;lzelenggaraan urusan perencanaan program, informasi publik dan
hublungan masyarakat, serta urusan administrasi keuangan,
perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan pelaporan;

c. Pembinaan dan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian meliputi
urusan ketatausahaan dan kepegawaian, hukum, perlengkapan dan
pengelolaan aset Badan, serta kearsipan dan dokumentasi,

d. Perni inaan dan penataan organisasi dan tata laksana Badan serta evaluasi
kinerja Aparatur Sipil Negara; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10
Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
¢. SubBagian Keuangan.
Sub Baéian sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

Sub Bélgian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan surat menyurat dan arsip, perlengkapan dan rumah tangga,
urusa_n‘ kehumasan dan protokol, pengelolaan administrasi kepegawaian
ketataléksanaan, hukum, pendidikan dan pelatihan;

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas
mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan rencana dan
program, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana dan

|
program. serta melakukan pengolahan data pelaporan internal Badan;
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(3)

(1)

(3)

(1)

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman dan
petunju teknis, melakukan  pengelolaan administrasi keuangan,

perbendaharaan dan penyusunan anggaran BPBD.

Bagian Kelima
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Pasal 12
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas

mengkdordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan,
mitigasi, dan kesiapsiagaan pra bencana serta memberdayakan masyarakat;

Bidang |sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang vang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana;
Dalam jrmelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana, program, dan Kkegiatan bidang pencegahan dan
kesiapsiagaan;

b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pencegahan dan kesiapsiagaan;
Pen,‘lgoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan,
mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan
masyarakat;

d. Pelalksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di
bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan prabencana serta
pemberdayaan masyarakat;

e. Pen;‘g,himpunan, pengolahan, dan penyajian data potensi ancaman dan resiko
bencana;

f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

g Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai
dengan tugas dan fungsinya;

Penentl!.lan Kedudukan dan tanggung jawab Bidang Pencegahan dan

Kesiapsiagaan disesuaikan dengan Struktur Organisasi Badan.

Bagian Keenam
Bidang Kedaruratan dan Logistik
Pasal 13
Bidang| Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan
melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap

darurat bencana dan dukungan logistik;
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2

©)

(4)

(1)

(2)

(3

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang g berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana;
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Kedaruratan dan
Logistik;

b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup kedaruratan dan logistik;

c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan
benclana pada saat tanggap darurat bencana, penanganan pengungsi dan
dukungan logistik;

d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait
dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana,
penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;

€. Penghimpunan, pengolahan, dan penyajian data dibidang kedaruratan dan
logilsik;

f  Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang
kedallruratan dan logistik; dan

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Penentuan Kedudukan dan tanggungjawab Bidang Kedaruratan dan Logistik

disesuaikan dengan Struktur Organisasi Badan.

Bagian Ketujuh
Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
‘. Pasal 14

|
Bidang :Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan

dan mellaksanakan kebijakan dibidang Penanggulangan Bencana pada Pasca

Bencana;

Bidang ,sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana;

Dalam ‘melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

menyelénggarakan fungsi:

a. Penjf'rusunan rencana, program, dan keglatan Bidang Rehabilitasi dan
Reké)ntruksi;

b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup rehabilitasi dan rekontruksi;

c. Pengoordinasian dan  pelaksanaan  kebijakan  penanggulangan
benl:ana lingkup rehabilitasi dan rekontruksi;



(4)

(1)

(6)

Pelaksanaanhubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di
bidang penanggulangan bencana lingkup rehabilitasi dan rekontruksi;
Penghimpunan, pengolahan dan penyajian data bidang rehabilitasi dan
rekolntruksi;

Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang
pen%nggulangan bencana pada pasca bencana; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Penentuan Kedudukan dan tanggung jawab Rehabilitasi dan Rekonstruksi

disesuajkan dengan Struktur Organisasi Badan.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 15
Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana

berke Iudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada
Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) selaku pejabat pemberi kinerja melalui pejabat
administrator;

Penentuan kedudukan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dislesuaikan dengan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana
Daerafl;

Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
hasil E)enyetaraan jabatan administrasi adalah fungsional Analis Kebijakan
dan f ullngsional Analis Kebencanaan;

Tugas :pokok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan yaitu melaksanakan kajian
dan analisis kebijakan;

Analis| Kebijakan dapat melaksanakan seluruh kegiatan pada sub unsur
kajian[ dan analisis kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) baik
secara individual maupun dalam tim berdasarkan penugasan secara tertulis
dari pe: jabat penilai kinerja;

'I‘ugaleabatan Fungsional Analis Kebencanaan yaitu melaksanakan Analisis
Kebencanaan yang meliputi penyiapan bahan substansi teknmis pengaturan
bidang% kebencanaan, perencanaan analisis bidang kebencanaan,
pelaks"anaan analisis bidang kebencanaan, pemantauan dan evaluasi, dan

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriterig;
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(7)

(1)

(2)

(3)

(5)

(1)

(2)

[

Dalam| hal tidak terdapat analis kebencanaan yang sesuai dengan jenjang

jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(6), analis kebencanaan yang berada satu tingkat di atas dan/atau satu
1:ir1,<g,rka"cl di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut

berdasarkan penugasan secara tertulis dari pejabat penilai kinerja.

BAB IV
TATAKERJA
Pasal 16
Kepala | Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib
menerapkan sistem akuntabilitas kinerja aparatur;
Kepala |[Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian masing-

masing| bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan
membeijkan petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan fungsi bawahan sesuai
denganiperaturan perundang-undangan yang berlakuy;

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang,
Kepala | Sub Bagian dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkungan Badan, Satuan Kerja
Perangkat Daerah, dan instansi/lembaga teknis lain sesuai dengan tugas dan
fungsinya masing-masing;

Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja
secara | individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan
proﬁesit?nalisme, kompetensi dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau
keteranilpilan meliputi pelaksanaan tugas yang bersifat dalam unit
organisasi, lintas unit organisasi dan lintas instansi pemerintah;

Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Jabatan Pelaksana dapat bekerja
dalam {tim kerja yang bersifat lintas unit organisasi dan lintas instansi
pemerintah untuk melaksanakan tugas yang memerlukan keterlibatan dan
kolaborasi pejabat fungsional dan/atau pelaksana dengan mengedepankan
profesionalisme, kompetensi dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau

keterampilan.

Pasal 17
Kepala |Pelaksana merupakan jabatan eselon Il.b atau jabatan pimpinan tinggi

pratama;
Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon 1Illa atau jabatan

adminsgrator;
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(4)

)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(1)

Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IlLb atau jabatan

administrator;
Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan
pengawas;

Jabatan{Fungsional merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.

BABV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18
Jenjang ;jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Semua ;kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan,
peminda:'han, dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh pejabat yang
berwenai‘ng sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

| Pasal 19
Kepala L’elaksana diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota menurut
peraturain perundang-undangan yang berlaku;
Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Sekretaris
Daerah;
Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Sekretaris
Daerah;
Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan Wali Kota;
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Dengan :berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka:

a. Pera’@uran Wali Kota Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pembentukan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan
Benc!ana Daerah Kota Baubau dicabut dan dinyatakan tidak berlakuy;

b. Semua ketentuan yang mengatur tentang tugas dan fungsi yang
ber;tljntangan dengan Peraturan Wali Kota ini juga dinyatakan dicabut dan

tidak berlaku.
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(2) Penjabaran tugas masing-masing jabatan administrasi dan jabatan pelaksana

akan diatur kemudian dengan peraturan tersendiri;

(3) Penjabaran tugas masing-masing jabatan fungsional berpedoman pada

Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan

aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali

Kota ini deng‘;an penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, & pe 2023

l
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

#

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 2 Me 2023
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